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Yth. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Se- Kabuapten Lombok Utara
Di-

Tempat.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilhan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum:;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang
Sentra penegakan Hukum Terpadu;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang
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Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye
Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 256 Tahun tentang Penetapan
Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
10.Instruksi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Bawaslu Rl Nomor

942/PP.00.00/K1/11/2023 Tertanggal 27 November 2023;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 211
Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye
Pemilihan Umum Tahun 2024,

12.Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

13.Surat Edaran Bupati Lombok Utara Nomor 188.64/424/Bakesbangpol/2023
Tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun
2024;

B. Imbauan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang
Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Kota
bertugas :

1) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Kota
terhadap Pelanggaran pemilu dan Sengketa proses pemilu.

2) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu wilayah Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan Pasal 276 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi :
1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 " ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (riga) hari
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setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD,
dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil
Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat (l) huruf f
dan huruf g dilaksanakan selama 2| (dua puluh satu) hari dan berakhir
sampai dengan dimulainya Masa Tenang.

3. Berdasarkan Pasal 278 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi :

“Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 276 berlangsung selama
3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”.

4. Berdasarkan Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbunyi :

“Alat peraga Kampanye Pemilu harus sudah dibersihkan oleh Peserta Pemilu
paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara”.

5. Berdasarkan Pasal 36 ayat (7) dan (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023
tentang Kampanye Pemilu. Berbunyi :

1) Alat peraga Kampanye Pemilu wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu
paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

2) Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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6. Bawaslu Lombok Utara menghimbau kepada Pimpinan Partai Politik peserta
pemilu tahun 2024 Se-Kabupaten Lombok Utara agar :

1. Membersihkan, Menurunkan dan Mentertibkan Alat Peraga Kampanye
sebelum masa tenang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan
yang berlaku.

2. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Lombok
Utara mengimbau agar dilakukan penertiban, penurunan dan/atau
pembersihan secara mandiri oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun
2024 sebelum masa tenang dan apabila tidak diindahkan maka akan
dilakukan penertiban oleh pihak yang berwenang dan pihak terkait.

Demikan surat imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
kami ucapkan terimakasih.

An.Badan Pengawas Pemilihan Umum
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Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provisi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip;
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